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SALINAN
PUTUSAN

NOMOR : I/Pdt.G/2013/PA.Sgr.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat

antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor,

tempat tinggal di Buleleng, sebagai ''Penggugat'' ;
MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Buleleng, sebagai '"Tergugat' ;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari
2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor: l
Pdt.G/2013/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa, pada tanggal 06 Februari 2004, Penggugat dan  Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Seririt,, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor : 10/02/11/2004, tanggal 09 Februari 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kost di
Kabupaten Buleleng sampai sekaranga dan selama dalam pernikahan antara Penggugat
dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah
dikaruniai satu orang anak, yang benama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
umur 8 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis namun sejak tahun 2007 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis serta terus—menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya antara lain : Tergugat sering keluar malam dan Tergugat tidak pernah
memberi nafkah lahir dan batin;

4. Bahwa serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat lahir
dan batin;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,Penggugat sudah tidak sanggup lagi
untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;;

7. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
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Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

3. Membebankan perkara menurut hokum;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut
relaas tanggal 08 Januari 2013 dan 30 Januari 2013, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan,
akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun
kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan
Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,  Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor:
5108025801030001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten
Buleleng tanggal , 22-12-2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

(bukti P.1);
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2. Foto kopi Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt, Nomor : 10/02/
1172004 Tanggal 09 Februari 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
(bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt, Nomor:
Kk.18.1.4/PW.00/120/2012 tanggal, 19 Desember 2012 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan2 (dua) orang saksi masing-masing
bernama ;

1.  SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di
Kabupaten Buleleng;, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga dekat
Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, dan
dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di
Jalan Sudirman no. 23 Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sampai
sekarang;

— Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi dan penyebabnya
Tergugat sering keluar malam;

— Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebab
setelah puncak pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin

Penggugat hingga sekarang selama 5 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak
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pernah memberi naftkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan keduanya sudah
tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

— Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di
Kabupaten Buleleng;, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga dekat
Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, dan
dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di
Jalan Sudirman no. 23 Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sampai
sekarang;

— Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi dan penyebabnya
Tergugat sering keluar malam;

— Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebab
setelah puncak pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin
Penggugat hingga sekarang selama 5 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak
pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan keduanya sudah
tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

— Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya serta menyatakan tidak
membantah atau menambahkan keterangan para saksi dan memberikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal
ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan
di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan
suatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan sebagaimana
ketentuan Pasal 82 Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis
Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan
perkawinan dengan Tergugat secara hukum Islam dan semula keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 yang lalu

antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus—menerus terjadi
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perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat sering keluar
malam dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, kemudian setelah
puncak pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 5
tahun, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan
berkomunikasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu
dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan
Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah
secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak
berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak
mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bawa Tergugat
tidak ada bantahan atas segala dalil yang diajukan Penggugat secara keseluruhan, dan
perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek dan dalil
Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci, oleh karenanya Penggugat tetap
dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat
dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P2 berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah yang telah memenuhi maskud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2
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ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut telah diterangkan Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 06 Februari
2004 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil
suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang
mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara
Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar
keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah yang telah memenuhi maksud
Pasal 171, 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh
karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan telah memberikan
keterangan bahwa Tergugat sering keluar malam, antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama 5 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin
Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi
nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah
bertemu dan berkomunikasi, keterangan mana telah menguatkan dalil Penggugat, dan
kedua saksi tersebut telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak

berhasil;
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Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan,
pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling
bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat
materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan yang didukung oleh
keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum bahwa sejak tahun 2007
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
disebabkan Tergugat sering keluar malam dan antara keduanya telah berpisah tempat
tinggal selama 5 tahun serta selama itu pula keduanya sudah tidak saling bertemu dan
berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak
harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga
mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan
perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar
Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih

menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :
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Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena

pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan

karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu
mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri maka cukup

beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap

Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali

dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi

Hukum Islam;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar
Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih

menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :
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Artinya :  “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan

dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta
gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang
telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek sesuai

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.
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Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana
dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan
Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal kedua belah pihak dan tempat perkawianan  Penggugat dan  Tergugat
dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang
disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk

menghadap di persidangan,tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja atau Pejabat yang
ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putussan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan

perceraian  tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434
H. oleh kami Drs. NUR CHOZIN, SH., M.Hum sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD
RAIS, S.Ag., M.Si dan ABDUL MUSTOPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dibantu oleh RAMLI, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari
itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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